BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mendorong Mahkamah Konstitusi memutus bahwa

penyelesaian kasus pilkada di lakukan oleh Mahkamah Agung
Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945 tersebut, dengan
menggunakan penafsiran sistematis dan original intent, yang dimaksud
pemilihan umum menurut UUD NRI 1945 adalah pemilihan yang
dilaksanakan sekali dalam setiap lima tahun untuk memilih anggota
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Demikian juga
hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga
dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi
masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat
subyektif dan individualistis. Oleh karena pemilihan kepala daerah
diatur dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang masuk pada rezim
pemerintahan daerah adalah tepat Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) mengatur juga
mengenai pemilihan kepala daerah dan penyelesaian perselisihannya
diajukan ke Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah tidak menutup
kemungkinan pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang
tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim pemilihan

umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.
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Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu
ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/
peraturannya. Fiat justitia et pereat mundus, meskipun dunia ini
runtuh hukum harus ditegakan. Bahwa pengalihan penyelesaian
perselisihan hasi pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung
kepada Mahkamah Konstitusi bermula dari putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 072-73/PUU-11/2014, tanggal 22 maret 2005. Dalam
halaman 114, angka 6 putusan tersebut, = Mahkamah
mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut, “Sebagai akibat
(konsekuensi) logis dari pendapat para pemohon yang menyatakan
bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU nomor 12 tahun
2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para
Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Implikasi (dampak) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai
Kewenangan Penyelesaian Hasil Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Setelah MK memutus kewenangannya dalam menangani sengketa
bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, namun hingga terbentuknya badan peradilan khusus, MK
masih berwenang menangani sengketa Pilkada yang kemudian diatur
dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (Putusan MK
N0.97/PUU-XI1/2013-Pemohon FKHK). Namun, dalam proses

penyelesaian sengketa pilkada di MK pasca UU Pilkada, ada aturan
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yang membatasi Syarat pengajuan sengketa pilkada hanya 0,5 persen
sampai 2 persen selisih suara antara paslon pemenang dengan
pasangan calon yang mengajukan sengketa dari penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota. Terkait dengan aturan pembatasan ini, Ketua
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa “pihaknya tidak bisa
mengabaikan apalagi melanggar undang-undang. Sebagai penjaga
konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak bisa bertindak sewenang-
wenang dan berdiri di atas undang-undang”.

Implikasi hukum yang bersifat positif dari putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI1/2013 adalah Mahkamah Konstitusi
telah berani mengambil langkah untuk mencegah terjadinya
kekosongan hukum (recht vacuum) yang akan terjadi setelah
dikeluarkannya putusan tersebut, pada poin 2 (dua) dalam amar
putusannya, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang
mengadili sengketa pemilukada selama belum ada Undang-Undang
yang mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini merupakan langkah
antisipasi Mahkamah Konstitusi untuk menghindari terjadinya
ketidakjelasan terhadap pengaturan mengenai lembaga yang akan
berwenang mengadili sengketa pilkada setelah dikeluarkannya putusan
tersebut.

Implikasi dari Putusan MK No0.97/PUU-XI1/2013 tersebut, maka

KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan
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yang memiliki hubungan hirarki dengan KPU pusat menjadi terlihat
aneh apabila KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota masih
menyelenggarakan pilkada. Karena pilkada bukanlah bagian dari rezim
pemilu pasca Putusan MK No0.97/PUU-XI1/2013, disisi lain KPU
Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk organ pemilu yang dimaksud

pada Pasal 22E ayat (2) dan (5) UUD 1945.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa

rekomendasi, Sebagai berikut :

1.

Sebelum adanya Badan Peradilan Khusus yang menangani sengketa
Pemilu ataupun Pemilukada Mahkamah Konstitusi dalam rangka
menjamin  konstitusionalitas dari pemilihan kepala daerah,
Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan Keadilan substansial
dan keadilan procedural, bukan hanya salah satunya.

Sengketa pemilihan kepala daerah tidak perlu lagi dijadikan dengan
“bola pimpong” lagi, Apabila ada kejelasan terkait dengan
kedudukan pemilihan kepala daerah secara langsung masuk dalam
kategori pemilu maka konsekuensi logisnya adalah sengketa
perselisihan tetap menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, dan
untuk peradilan tata usaha negara lebih berfokus pada surat
keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang akan digugat oleh para

pihak atau peserta pemilihan kepala daerah. Sehingga tidak akan
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terjadi penumpukan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah

di satu institusi pengadilan.
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